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BAB |

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

pemerintah 3 [ & en 1,-15' yanan publik yang
prima dalam fa neme "‘;: ‘- -L : al tiap warga negara
atas barang
Pada dasarnya seti as \ , terlebih lagi bisa

dikatakan ka : [ids apa D ehidupan manusia.

Hal ini menunjukkan kalau salah satu tugas dan kewajiban pemerintah adalah
memberikan pelayanan publik termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN), yang
dibangum dengan Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1988, yang selanjutnya

berdasarkan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/ Kepala Badan



Pertanahan Nasional (BPN) Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional.

Pelayanan publik adalah hak semua masyarakat, akan tetapi pada
kenyataannya hak<masyarakat ataupun perorangan untuk mendapatkan pelayanan dari
instansi.pemerintah terasa belum memenuhi harapan dari semua pihak, termasuk
dalam pelayanan pembuatan. sertifikat: hak' milik. Tanah adalah aset yang bernilai
besar. Tidak hanya itu, tanah adalah kebutuhan untuk siapa saja karena dapat
dimanfaatkan dengan baik dalam berbagai bidang, baik untuk tempat tinggal,
pertanian, perkebunan, peternakan, perdagangan, industri, dan pertambangan.

Pada saat ini pun sering digunakan masyarakat sebagai investasi ataupun
jaminan pinjaman baik kepada pihak bank negara maupun swasta. Dalam Undang-
Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik kemudian yang terlampir
dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia No.15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan yang
berisi tentang persyaratan, prosedur, jangka waktu pelayanan, dan biaya/tarif.

Selain itu, dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 mengamanatkan kepada
Negara untuk memenuhi keperluan ‘dasar.tiap warganya demi kesejahteraannya,
sehingga efektivitas pada sistem pemerintah sangat ditentukan dari baik dan buruknya
pelaksanaan pelayanan publik, dan juga pelayanan dapat diciptakan dengan
memberikan strategi yang tepat untuk menghadapi persaingan pada saat ini. Dalam
sebuah pelayanan efektivitas sangat penting, agar kegiatan pekerjaan dapat terlaksana

sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, sehingga dapat menciptakan hasil akhir



yang sesuai dengan harapan. Dengan kata lain, maka efektivitas berkaitan dengan
waktu, yang berhubungan dengan permasalahan yang peneliti angkat yaitu lamanya
proses pembuatan sertifikat hak milik.

Mardiasme (2014:134) juga menambahkan efektivitas biasanya berhubungan
dengan suatu ukuran keterampilan agar mencapai target atau tujuan tertentu. Dengan
demikian, menjadi tugas dan.tanggung  jawab, dari Kantor Pertanahan Kabupaten
Kampar agar dapat memberikan pelayanan untuk masyarakat dengan baik, cekatan,
dan efektif agar tugas-tugas yang dilaksanakan dapat mencapai keberhasilan.

Dewasa ini penyelenggaraan pelayanan publik masih dihadapkan pada
kondisi yang belum sesuai dengan kebutuhan' dan perubahan di berbagai bidang
kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Hal tersebut bisa disebabkan
oleh ketidaksiapan untuk menanggapi terjadinya transformasi nilai yang berdimensi
luas serta dampak berbagai~masalah pembangunan yang kempleks. Sementara itu,
tatanan baru masyarakat Indonesia dihadapkan pada harapan dan tantangan global
yang dipicu oleh kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, informasi, komunikasi,
transportasi, investasi, dan perdagangan. Pelayanan publik sangat banyak jenisnya.
Salah satu jenis dari pelayanan publik'.tersebut adalah terkait dengan layanan
pertanahan pada Badan Pertanahan Nasional, khususnya terkait dengan pelayanan
peralihan hak atas tanah dan pendaftaran tanah.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang

Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria, disebutkan bahwa pendaftaran tanah



merupakan alat pembuktian yang kuat mengenai hapusnya hak milik serta sahnya
peralihan dan pembebanan hak tersebut.

Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang
Pendaftaran Tanah, menyebutkan bahwa “Peralihan hak atas.tanah dan hak milik atas
satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam
perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak
melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh
PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku”. Ini semua bermaksud untuk memenuhi asas publisitas.

Proses pembangunan nasional yang berlangsung dewasa ini sedang
mengalami pergeseran dari bingkai sistem otoriter ke sistem demokrasi. Hal ini
menyebabkan penyelenggaraan pemerintah menjadi sorotan yang tajam, terutama
dalam aspek transfaransi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas. Dalam pengelolaan
pemerintahan menjadi suatu tuntutan utama, oleh karena masyarakat mulai Kritis
dalam memonitor dan mengevaluasi manfaat serta nilai yang diperoleh atas
pelayanan dari instansi pemerintah. Bagi Bangsa Indonesia, tanah merupakan unsur
vital dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Hubungan bangsa Indonesia dengan tanah adalah hubungan yang bersifat
abadi. Seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu
tanah perlu dikelola dan diatur secara nasional untuk menjaga keberlanjutan sistem
kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam kerangka ini, kebijakan pertanahan

diarahkan untuk mewujudkan tanah untuk “sebesar-besar kemakmuran rakyat”.
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Amanat konstitusi di bidang pertanahan menuntut agar politik dan kebijakan
pertanahan dapat memberikan kontribusi nyata dalam proses mewujudkan “keadilan

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia” (sebagaimana diamanatkan pada Sila kelima

Pancasila ' ) uj “sebesar-besar

ntuk memperbaiki
sendiri kesejahte sosialnya ak eningkat a akan terpenuhi.
Rasa keadi akyat sebagai warga negara akan te rmoni sosial akan

kemasyarakatan,
beberapa upaya

tumbuhnya orientas : umbuhnya aspirasi dan kontrol

dari otoritarian ke demokratis, dari kedaulatan Negara ke Kedaulatan rakyat, dari
organisasi yang besar menjadi ramping tapi kaya fungsi, dari rowing (semua
dikerjakan sendiri) menjadi stering (mengarahkan) Sebagai bagian dari sistem
kenegaraan dengan konstitusi yang pekat dengan norma keadilan, ekonomi Indonesia

dicirikan oleh ruang lingkup pelayanan publik yang sangat luas. Sayangnya



pelayanan publik yang menyentuh hampir setiap sudut kehidupan masyarakat tidak
ditopang oleh mekanisme pengambilan keputusan yang terbuka serta proses politik
yang demokratis. Karena itu tidak mengherankan jika pelayanan publik di Indonesia
memiliki ciri yang«cenderung kerup.

Organisasi pemerintah harus diartikan bahwa pelayanan yang diberikan oleh
pemerintah _(aparatur) harus =mengutamakan. pelayanan terhadap masyarakat.
Demikian juga prinsip Catalytic government, mengandung pengertian bahwa aparatur
pemerintah harus bertindak sebagai mekanisme dan bukannya penghambat dari
kegiatan pembangunan, termasuk didalamnya mempercepat pelayanan masyarakat.

Dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan
Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA) menetapkan bahwa untuk menjamin kepastian
hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh Republik Indonesia.
Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pertanahan Nasional-Republik Indonesia
(BPN-RI) yang berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2006 tentang
Badan Pertanahan Nasional, ditugaskan untuk melaksanakan urusan pemerintah
dibidang pertanahan secara nasional, regional dan.sektoral, antra lain melanjutkan
penyelenggaraan pendaftaran tanah sesuai.dengan amanat pasal 19 tersebut. Selain
dari pada itu pendaftaran tanah juga merupakan pelaksanaan dari 11 Agenda BPN-RI,
khususnya untuk meningkatkan pelayanan pendaftaran tanah secara menyeluruh, dan
penguatan hak-hak rakyat atas tanah.

Kantor pertanahan sebagai lembaga birokrasi yang melaksanakan pelayanan

kepada masyarakat tentunya mempunyai standar operasional prosedur (SOP) yang
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digunakan sebagai acuan dalam proses pelayanannya. SOP sebagai acuan pelayanan
yang diberikan setiap kantor pertanahan kabupaten / kota di seluruh Indonesia

merujuk pada Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

ebagai lembaga yang

strategis dalam ke a03 ah.Daerah, oleh karena itu

Pertanahan Nasional, Peraturan ka.B Republik Indonesia No.5 Tahun 2008
tentang Uraian Tugas Sub bagian dan Seksi pada Kantor Pertanahan Kabupaten
Kampar adalah merupakan pelayanan publik, dimana dalam pemerintahan saat ini

menekankan pentingnya “good governance” melalui suatu sistem kinerja yang
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berkualitas, sehingga dapat memberikan kemudahan dalam menerapkan prinsip

akuntabilitas instansi.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, BPN Kabupaten Kampar

. Menyampaikan saran-saran atau pertimbangan-pertimbangan kepada
Kepala Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah.
c. Membuat rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh sub seksi

penetapan hak tanah sebagai pedoman.
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Dalam pelaksanan tugasnya Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
mempunyai tenaga Administrasi yang keseluruhannya berjumlah 62 orang yang

terbagi kedalam beberapa bagian seksi dan sub seksi untuk lebih jelasnya dapat

Pimpinan Dan

‘L‘l‘ ) ‘n‘:

- t\‘@'ﬁﬁﬁg 3
L\

5 |8 @)

pada Seksi Survei dan Pemetaa yak 13, pegawai yang ada pada Seksi
Penatapan Hak dan Pendaftaran sebanyak 8 orang, Seksi Penataan dan Pemberdayaan
dan sebanyak 4 orang, pegawai yang ada pada Seksi Pengadaan Tanah dan
Pengembangan sebanyak 4 orang, pegawai yang ada pada seksi pengendalian dan

Penanganaan Sengketa sebanyak 4 orang.
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Untuk memperoleh Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah di Kantor Pertanahan
Kabupaten Kampar , tentunya masyarakat harus mengikuti proses dan prosedur

pembuatan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah itu sendiri sesuai dengan ketentuan

i pemohon atau

yang Terakhir dan
dan kuasa apabila

nya oleh petugas loket

(Rumah Gol 111) atau rumah yang dibeli dari pemerintah.
g. Foto Copy SPPT PBB Tahun berjalan yang telah dicocokkan dengan

aslinya oleh petugas loket, penyerahan bukti SSB (BPHTB) dan bukti
bayar uang pemasukan (pada saat pendaftaran hak).

h. Melampirkan bukti SSP/PPh sesuai dengan ketentuan.
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2. WAKTU & BIAYA
Waktu :

» Pengukuran : 12 hari

> Pertanian

Permohonan SK :
» Non Pertanian = (L/500 x HBSKpa) + 350.000

» Pertanian = (L/500 x HSKpa) + 350.000



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

12

Pendaftaran SK :
Perongan : Rp. 50.000
Badan Hukum : Rp. 100.0000

ecamatan Bangkinang

.
iyl

20 hari
90 hari

penyelesaian yang cukup lama untuk mendapatkan Seksi Hak Tanah dan
Pendaftaran Tanah.
2. Masih banyaknya keluhan masyarakat mengenai pelayanan yang diberikan

oleh pegawai, berkaitan dengan prosedur pelayanan dan biaya pelayanan.
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3. Masih kurangnya sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran
pelayanan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar, seperti parkiran

yang kurang memadai, tempa t ruang tunggu dan tempat ruang foto copy.

lebih lanjut dan‘me ) a dalam be glitian ini dengan judul
“Efektivitas Pelayanan Pe e ' upaten Kampar”.

1.2 Rumusa

1. Tujuan Penelitian
Tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :
a. Untuk mengetahui pelayanan pertanahan di kecamatan bangkinang

kabupaten kampar
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b. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat pada pelayanan pertanahan
di kecamatan bangkinang kabupaten kampar

2. Manfaat Penelitian
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BAB Il

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

2.1 Studi Kepustakaan

mu Pemerintahan
ertentu yang secara

tidak melakukan

antara yang memerintah dengan diperintah secara baik dan benar dalam berbagai
peristiwa dan gejala pemerintahan.
Menurut Taliziduhu Ndraha (2002) llmu Pemerintahan adalah ilmu yang

mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang
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akna jasa publik dan layanan civil dalam huungan pemerintahan (sehingga dapat
diterima) pada saat dibutukan oleh yang bersangkutan.

Menurut DRS. Bayu Suryaningrat (1985) disiplin ilmu yang tertua adalah
ilmu pemerintahan karena sudah. dipelajari.sejak sebelum-Masehi oleh orang para
filosof, yiatu Plato dan Aristoteles. Walaupun sering disenut-sebut bahwa ilmu tertua
adalah filsafat, tetapi pada_prinsipnya 'yang .dibicarakan pertama adalah filsafat
pemerintahan. Hanya Kemudian pemerintahan tersebut berkembang menjadi suatu
seni, kemudian menjelang abad XX menjadi ilmu pengetahuan terapan, sebab
dipergunakan metode ilmiah dalam mempelajari gejala pemerinatahn. Para dewasa
ini pemerintahan berusaha keras untuk menjadi disiplin ilmu pengetahuan murni yang
berdiri sendiri.

Menurut_Taliziduhu Ndraha (2015:7) llmu Pemerintahan adalah ilmu yang
mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan setiap
orang akan jasa publik dan layanan civil dalam hubungan pemerintahan (sehingga
dapat diterima) pada saat dibutuhkan oleh yang bersangkutan.

Menurut Syafiie (2011:23) limu Pemerintahan-adalah ilmu yang mempelajari
bagaimana menjalankan urusan eksekutif, legislatif, kepemimpinaan dan koordinasi
antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah maupun dengan rakyatnya secara
baik dan benar dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Selanjutnya menurut Wasistiono (2015:61) mendeskripsikan bahwa ilmu

pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana suatu organisasi yang
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tertinggi dalam suatu negara yaitu pemerintahan dalam menjalankan hak dan
kewajibannya kepada negara berhubungan langsung dengan masyarakatnya.

Menurut Syafiie (2011:11) IImu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari

bagaimana men: : ) dar p orang akan jasa
publik dan lay i ‘;: ‘- -L aha hingga dapat diterima)
pada saat di | e
2. Konsep

Men ala : al Constituation,(1960)

mempunyai kekuatan legislative atau dalam arti pembuatan undang-undang,yang
ketiga harus mempunyai kekuatan finansial atau kemampuan untuk mencukupi
keuangan masyarakat dalam rangka membiayai ongkos keberadaan negara dalam
peneyelenggaraan peraturan, hal tersebut dalam rangka penyelenggaraan kepentingan

negara.
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Menurut Soemendar (1985) Pemerintahan sebagai badan yang penting dalam

rangka pemerintahannya, pemerintah semestinya memerhatikan pula ketentraman dan

ketertiban umum, tuntutan dan harapan serta pendapat rakyat, kebutuhan dan

organisasi yang mengurus.

3. Setelah ditambah akhiran “an” menjadi pemerintahan yang berarti perbuatan,
cara, atau perihal.
Menurut Maulidiah (2014:1) Pemerintahan secara umum merupakan suatu

organisasi atau lembaga yang diberikan legitimasi (keabsahan) oleh rakyat sebagai
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pemegang kedaulatan tertinggi untuk menyelenggarakan tugas-tugas pemerintahan
(kekuasaan negara) pada suatu negara, serta dilengkapi dengan alat-alat kelengkapan
negara. Sehingga dapat diartikan bahwa unsur utama dari suatu pemerintahan tersebut
yakni wujudnya dalam bentuk-erganisasi atau.dlembaga, organisasi atau lembaga yang
diberikan legitimasi dalam bentuk kewenangan oleh masyarakat melalui suatu proses
pemilihan umum, serta dilengkapi®, alat-alat ;kelengkapan negara sebagai unsur
pendukung dalam menyelenggakan tugas-tugas pemerintahan tersebut. Oleh karena
itu penyelenggaraan pemerintahan tidak lain adalah menjalankan fungsi legislatif,
fungsi eksekutif, dan fungsi yudikatif sesuai dengan kewenangan masing-masing
lembaga yang diatur oleh peraturan perundang-undangan.

Menurut Syafiie (2005:20) mengemukakan bahwa pemerintahan adalah suatu
ilmu dan seni. Dikatakan sebagai seni karena beberapa banyak pemimpin
pemerintahan yang tanpa pendidikan pemerintahan, mampu-berkiat serta karismatik
menjalankan roda pemerintahan. Sedangkan dikatakan disiplin ilmu pengetahuan,
adalah karna memenuhi syarat-Syaratnya yaitu dapat dipelajari dan diajarkan
memiliki objek material maupun formal, universal.sifatnya sistematis serta spesifik
(khas).

Menurut Syafiie (2013:12) Pemerintahan adalah kelompok orang-orang
tertentu yang secara baik dan benar serta indah melakukan sesuatu (eksekusi) atau
tidak melakukan sesuatu (not to do) dalam mengkoordinasikan, memimpin dalam
hubungan antara dirinya dengan masyarakat, antara departemen dan unit dalam tubuh

pemerintahan itu sendiri.
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3. Konsep Pelayanan
Pelayanan artinya melayani suatu jasa yang diperlukan oleh warga di berbagai
bidang. Kegiatan pelayanan kepada warga adalah salah satu tugas dan fungsi

i i, Pasolong 2013:128),

eh organisasi atau

dak dapat dimiliki.

pengaruh yang sifatnya adalah tindakan sosial.
c) Produksi dan konsumsi dari pelayanan tidak dapat dipisahkan secara nyata,
karena pada umumnya kejadiannya bersamaan dan terjadi ditempat yang

Sama.
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Teori administrasi negara mengajarkan bahwa pemerintahan negara pada
hakikatnya menyelenggarakan dua jenis fungsi utama, yaitu fungsi pengaturan dan

fungsi pelayanan.Fungsi pengaturan biasanya dikaitkan dengan hakikat negara

imbalan (uan

atau jasa.

hakikatnya tidak berwujud serta tidak menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses
produksinya mungkin juga tidak dikaitkan dengan suatu produk fisik.

Sedangkan menurut Lovelock dalam Hardiansyah, (2018) “service adalah
produk yang tidak berwujud, berlangsung sebentar dan dirasakan atau dialami.”

Artinya service merupakan produk yang tidak ada wujud atau bentuknya sehingga
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tidak ada bentuk yang dapat dimiliki, dan berlangsung sesaat dan tidak tahan lama,

tetapi dialami dan dapat dirasakan oleh penerima layanan.

4. Konsep Pelayanan Publik

pagaan Pelayanan
Terpadu S u proses bantuan
kepada ora n kepekaan dan
hubungan Setiap pelayanan

menghasilka

+ AR AY

the protection

<™
D
8
=
=
D
@
=
D
S
QD
;
@

is incapable of
education, welfare and sec t obvious best know example”. David
McKevitt (1998).

Menurut Thoha, 2001:41 Pelayanan Publik dapat diartikan sebagai pemberian
layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan
pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan.

Sementara itu, kondisi masyarakat saat ini telah terjadi suatu perkembangan yang
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sangat dinamis, tingkat kehidupan masyarakat yang semakin baik, merupakan
indikasi dari empowering yang dialami oleh masyarakat.

Pelayanan Publik menurut Moenir dalam bukunya (Kurniawan 2005:7)

dari fungsi

Pelaya ol ') : ebagai setiap kegiatan
yang dila ang memiliki setiap
kegiatan u kesatuan, dan
menawarkan Kepuasa : ; atu produk secara fisik.

Ratminto dan Atik

Waktu Pelayanan
Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat pengajuan permohonan

sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk pengaduan.
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. Biaya Pelayanan

Biaya atau tariff pelayanan termasuk rinciannya yang telah ditetapkan dalam

proses pemberian pelayanan.

1. Rancangan tugas
2. Komposisi
3. Konteks

4. Proses
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Pertama tentang rancangan tugas, pelayanan akan diberikan dengan baik
apabila tim Kkerja dalam pelaksanaannya diberikan kebebasan untuk dapat

menunjukkan keterampilan serta bakat yang dimilikinya serta mampu menyelesaikan

ariabel tentang

bekerja secara

yang menc
Kee enge 0Ses, a pro ariabel yaitu penatapan

tujuan ketetapan kelengk ) , terhadap sejumlah

2. Ketetapan serta informasi yang jelas

3. Informasi yang tepat waktu dan harus sedia saat informasi tersebut dibutuhkan
dengan segera.
4. Biaya pengelolaan data non komputer harus sama dengan biaya personel dan

bahan baku yang pemakaiannya menggunakan komputer.
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6. Konsep Efektivitas
Efektivitas adalah suatu keadaan yang menunjukkan tingkat keberhasilan atau

pencapaian suatu tujuan yang diukur dengan kualitas, kuantitas, dan waktu, sesuai

lekat dengan ke : ~ perbandingan antara
biaya dan ha : : ] bungkan dengan

pencapaian

dibuat sehubungan ‘dengan [ elompok dan organisasi (dalam
Mamawi, 2003: 40).
Terdapat beberapa cara pengukuran terhadap efektivitas, sebagai berikut:
1. Keberhasilan program
2. Keberhasilan sasaran
3. Kepuasan terhadap program

4. Tingkat input dan output
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5. Pencapaian tujuan penyeluruh
Menurut Richard M. Steers efektivitas dalam tangkilisan (2005) adalah

sebagian tingkat seberapa jauh suatu system social mencapai tujuannya. Ada

tujuan harus
encapaian tujuan
arti pentahapan
perapa factor yaitu

arget konkrit.

2.
sesuatu organisasi
dan komunikasi dan
beberapa factor yaitu

3.

suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dilingkungannya.
Adaptasi terdiri dari beberapa factor yaitu peningkatan kemampuan dan
sarana dan prasarana.

Jadi jelaslah bahwa efektivitas merupakan usaha yang dapat berhasil tepat

pada waktunya sesuai dengan rencana yanhg telah ditentukan sebelumnya.
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Menurut Sondang P. Siagan (2002:151) efektivitas adalah tercapainnya
sasaran yang ditentukan pada waktunya dengan menggunakan sumber-sumber
tertentu yang dialokasikan untuk melakukan kegiatan tertentu.

Menurut Effendi efektivitas adalah. kemunikasi yang prosesnya mencapai
tujuan yang direncanakan sesuai dengan biaya yang di anggarkan, waktu yang
ditetapkan dan jumlah personil.yang ditentukan (Effendi,2003:14).

Menurut Sumardi (2005:105), efektivitas pada dasarnya adalah tingkat
pencapaian tujuan atau sasaran organisasi sesuai yang ditetapkan.

Menurut Hari Lubis dan Huseini efektivitas adalah kesatuan dari kelompok
manusia, yang saling berinteraksi menurut suatu pola tertentu sehingga anggota
organisasi memiliki fungsi dan tugasnya masing-masing, memiliki tujuan tertentu dan
batas-batas yang jelas sehingga bisa dipisahkan secara tegas dari lingkungannya.

Menurut™ Mardiasme, (2017:134) Efektivitas ialah~"ukuran berhasil atau
tidaknya pencapaian tujuan suatu organisasi meraih tujuannya. Semakin besar
kontribusi output yang diciptakan terhadap pencapaian tujuan ataupun target yang
ditetapkan, maka menjadi tambah efektif proses kerja suatu unit organisasi.

Efektivitas merupakan unsur pokok.untuk mencapai tujuan atau sasaran yang
telah ditentukan di dalam setiap organisasi, kegiatan ataupun program. Disebut efektif
apabila tercapai tujuan ataupun sasaran seperti yang telah ditentukan Upaya
mengevaluasi jalannya suatu organisasi, dapat dilakukan melalui konsep efektivitas.
Konsep ini adalah salah satu faktor untuk menentukan apakah perlu dilakukan

perubahan secara signifikan terhadap bentuk dan manajemen organisasi atau tidak.
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Dalam hal ini, efektivitas merupakan pencapaian tujuan organisasi melalui
pemanfaatan sumber daya yang dimiliki secara efisien, ditinjau dari sisi masukan

(input), proses, maupun keluaran (output). Dalam hal ini yang dimaksud sumber daya

kegiatan org ata ' an- organisasi tersebut

berjalan s
tersebut.
7. Konsep

Men usane ¢ \ wai adalah mereka

merupakan ujung tombak perusahaan dalam melaksanakan tugas sehari-hari maka
seorang karyawan/pegawai yang merupakan petugas pelayanan harus cepat dan
tanggap serta mengerti dan ahli dalam bidangnya masing-masing. Hal ini perlu sekali,
karena tanpa adanya keahlian dan pengertian akan tugas yang dilaksanakannya, maka

seorang pegawai tidak akan bisa melaksanakan tugasnya dengan baik.
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Dalam pelaksanaan pelayanan, berarti yang diberikan kepada pelanggan atau
masyarakat adalah berupa suatu jasa. Assauri (1987:9) mengemukakan bahwa segala

kegiatan dalam menciptakan dan membuat sesuatu barang dan jasa dipengaruhi oleh

faktor-faktor seperti tena ja, Sa ateri R an atau skil.

s sekalu. Tanah
dalam art N me ki p 3 al Kehidupan manusia

karena da kebe ar pungan dan perbuatan

Peraturan Pokok-
Pokok Dasar Agraria ) imak 3 g permukaan bumi.

Dalam UUPA sampa i : hukum pertanahan

Lahan: “land”, yaitu tana a faktor-faktor fisik lingkungannya, seperti
lereng, hidrologi, iklim dsb. (Hardjowigeno 2003). Dalam bidang pertanahan yang
dimaksud dengan tanah adalah lahan, sehingga muncul kosakata pendaftaran tanah,

bukan pendaftaran lahan.
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Pertanahan yaitu suatu kebijakan yang digariskan oleh pemerintah di dalam
mengatur hubungan antara tanah dengan orang agar tercipta keamanan dan
ketentraman dalam mengelola tanah tersebut sehingga tidak melampaui batas.
Menurut Cahyo ada tiga aspek di.dalam pertanahan, yaitu:

1. Aspek Hukum, yaitu kelembagaan yang mengurusi masalah keperdataan
tentang tanah. Dan lembaga yang-mengurusi hukum perdata pertanahan ini
yaitu BPN (Badan Pertanahan Nasional).

2. Aspek Tata Ruang, yaitu kelembagaan yang menangani masalah penataan
ruang bagi pembangunan dan tata kota ataupun desa. Masalah tata ruang ini
diatur pada Keputusan Presiden No.10 tahun 2003, ada 9 kewenangan di
dalamnya, dan pihak yang menangani tata ruang ini yaitu Pemerintah Daerah.

3. Aspek Pajak, yaitu kelembagaan yang berperan dalam mengurusi pajak bagi
pertanahan, diantaranya yaitu pajak bumi dan bangunan. Aspek ini merupakan
aspek yang memberikan pemasukan bagi Negara. Pada aspek ini lembaga
yang berperan yaitu Departemen Keuangan.

Masalah keperdataan tentang pertanahan.setelah diurusi oleh Badan
Pertanahan Nasional, selanjutnya akan diajukan di Pengadilan Tata Usaha Negara
untuk penyelesaiannya. Segala keputusan di PTUN tidak dapat lagi dirubah dan
diganggu gugat. Oleh karena itu betapa pentingnya untuk mendapatkan kekuatan
hukum tentang pertanahan agar tidak terjadi masalah. Oleh karena itu demi terjadinya
ketertiban di bidang pertanahan pemerintah mengusulkan administrasi pertanahan

yang terpadu dan terencana. Administrasi pertanahan yakni menuju kepada
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penerimaan kegiatan sektor publik untuk mendukung kepemilikan, pembangunan,
penggunaan, hak atas tanah dan pemindahan hak atas tanah. Adapun tujuan dari

administrasi pertahanan sebagai berikut :

administrasi pertanahan, seperti:
1. Memberikan jaminan atas kepastian hak, maksud semakin jelas penentuan hak
milik seseorang akan mempermudah untuk orang tersebut mempertahankan

haknya atas klaim dari orang lain.
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2. Stabilitas sosial, catatan publik yang tepat akan melindungi dari pengunjingan

mengenai kepemilikan yang sah (bila nantinya ada yang menggugat),dan

membantu menyelesaikan masalah-masalah lain dengan cepat sejak batasan

mendapatkan keuntungan dan lahan lebih. Beda dengan petani biasa yang

tidak bisa mengembangkan lahannya.

Pada Negara-negara berkembang,mayoritas hak kepemilikan dalam stastus
informal,oleh karena itu mereka tidak dapat memasuki tempat pasaran formal sebagai

aset yang bisa dinegosiasikan
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2.2 Penelitian Terdahulu

penelitian sehingga penulis dapat memperbanyak teori yang digunakan dalam

3 |

—
i

i

LR

-
:{,-'.r;
Pene
y

..-‘
| Persamaan
"1 Penelitian

Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu referensi penulis untuk melakukan

pelitian terdahulu berupa

@e .
e

pengurusan
sertifikat melalui
Larasita dan

tidak meratanya
pelayanan yang
diterima di
berbagai daerah.

Penelitian
yang
digunakan
adalah
deskriptif
Kualitatif
dengan teknik
Informan.
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1 2 3 4 5
3 | Yusri Munaf, | Penerapan good Masalah Masalah
Ranggi Ade governance di mengarah pada | mengarah pada
Febrian & kecamatan penerapan good | pelayanan
Rizky marpoyan damai governance pada | pertanahan
Setiawan S. ota pekanbaru anan mengenai SOP
(Standar

Operasional

4 itian ini
" garah pada
v
o
L4
Fed
: g g dilakukan oleh
Wawan He ﬂ an, Yusri Munaf,
Ranggi Ade % " tyo menggunakan
konsep Eval " neliti ini merupakan
metode Kualita @F

PING

dalam mendapatkan pe ‘ berikan erintah kepada masyarakat.
2.3 Kerangka Pikir

Tujuan pembuatan kerangka pikir ini agar memberikan gambaran yang lebih
jelas permasalahan penelitian serta menghindari terjadi kesalahpahaman dalam
penafsiran makna dan maksud penelitian serta menggambarkan bagaimana penulis

melihat ini.
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Gambar 2.1 : Kerangka Pikir Penelitian Efektivitas Pelayanan Pertanahan Di
Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar

Pelayanan Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah
Di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar

S BRI )

¢

2.4 Konsep O

Untuk ot ar 3ntang konsep-konsep yang

mencapai tujuannya.
2. Pencapaian Tujuan yaitu keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus
dipandangi sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan

akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan
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dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa factor yaitu
jangka waktu pencapain di tentukan dan sasaran merupakan target konkrit.

3. Integrasi yaitu pengukuran terhadap tingkatan kemampuan sesuatu organisasi

nsus dan komunikasi dan

melakukan pengukuran terhadap variable yang dibangun berdasarkan konsep yang
sama. Dengan demikian ia dapat menentukan apakah tetap menggunakan prosedur

pengukuran yang sama atau diperlukan pengukuran yang baru.
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Tabel 2.2 : Operasional Variabel

Konsep Variabel Indikator Sub Indikator
1 2 3 4
Menurut 1. Pencapaian
Richard M. juan

Steers
efektivi

mencapai
tujuannya. "

asyarakat
ganan
gaduan

. Sarana dan prasarana
c. Ulasan masyarakat
mengenai sarana dan
prasarana

Sumber : modifikasi penulis 2022
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BAB I11
METODE PENELITIAN
3.1 Jenis Penelitian

Jenis penglitian ini adalah penelitian kualitatif. Berdasarkan rumusan masalah
dan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif
dengan bersifat deskriptif. Penelitian: kualitatif. merupakan metode-metode untuk
mengeksplorasi dan. memahami makna oleh sejumlah individu atau sekelompok
orang yang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan. Metode penelitian
yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan fenomenologi.
Penggalian data dilakukan dengan melakukan wawancara mendalam kepada objek
atau informan.dalam penelitian, selain itu melakukan observasi langsung mengenai
objek penelitian. Proses penelitian kualitatif melibatkan upaya-upaya penting, seperti
mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan prosedur-prosedur, mengumpulkan data yang
spesifik dari partisipan, menganalisis data secara induktif mulai dari tema-tema yang
khusus ke tema-tema umum, dan menafsirkan makna data.

Denzin & Linceln (1998) menjelaskan penelitian kualitatif lebih ditujukan
untuk mencapai pemahaman mendalam mengenai organisasi atau pristiwa khusus,
ketimbang mendeskripsikan bagian permukaan dari sampel besar dari sebuah
populasi. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyediakan penjelasan tersurat
mengenai struktur, tatanan dan pola yang luas yang terdapat dalam suatu kelompok
partisipan. Penelitian kualitatif juga disebut etno-metodologi atau penelitian

lapangan.
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3.2 Lokasi penelitian
Lokasi penelitian yang diambil terhadap penelitian tentang Pelayanan

Pertanahan Di Kecamatan Kabupaten Kampar adalah di Kantor Pertanahan

Kabupaten Ka ' ‘ a ) yang merupakan
milik pe |
membutuh
oleh masyaraka i oks dan Pendaftaran Tanah pada
Kantor Pertanaha b ampa a sangat dibutuhkan oleh
segenap lapisan ma ape ak bagi tanah-tanah yang

mereka kuasai.

diperoleh keterangan. Informan adalah subjek yang memberikan data berupa
informasi kepada peneliti dalam penelitian ini menggunakan teknik purposive
sampling yang dimana peniliti memilih informan kunci atau informan yang peneliti

anggap mengetahui tentang permasalahan penelitian serta terjun langsung pada ranah

penelitian.
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Dalam melaksanakan penelitian ini terdapat keterbatasan penulis untuk
meneliti seluruh pihak-pihak yang terkait, maka penulis merasa perlu memilih

beberapa informan yang sekiranya cukup relevan untuk menjawan pertanyaan-

Jumlah

1. 1 Orang

2. 1 Orang

3. 3 Orang
Sumber : O
3.4 Teknik

Informan ala 3 lia i nemberikan data dan

3.5 Jenis dan Sumber Data

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan sumber primer dan sumber
sekunder. Sumber Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada
pengumpul data, dan Sumber Sekunder merupakan sumber yang tidak langsung

memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat lain atau lewat dokumen.
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3.6 Teknik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti adalah menggunakan

sebagai berikut :

1. Observasi
n langsung ke
eliti. Teknik ini
Pertanahan Di
Kecamata G : gama ini peneliti
. 1 * . :

diperkaya fa-data b entuk soft copy yang
didapatkan an pa
pelayanan, data terse i dan dipa é i l * " gi secara berulang-

ulang untuk me : am penelitian ini.

ditetapkan sekaligus melakukan survey kelokasi penelitian untuk melihat keadaan
yang nyata di lapangan. Hasil wawancara yang didapatkan oleh peneliti dari
narasumber yang berbeda-beda di analisis dan dipahami secara mendalam setelah itu
direkap menjadi hasil analisis dan di dukung dengan hasil survey yang ditemukan di

lapangan.
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Adapun alat yang pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini,

khususnya dalam melakukan wawancara adalah sebagai berikut :

a. Buku catatan : untuk mencatat pencatatan dengan sumber data

proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil
wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lainnya, sehingga dapat dengan
mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.

Pedoman wawancara dengan cara beberapa data yang diperoleh dari

pertanyaan yang diajukan saat wawancara dengan menggunakan pedoman
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wawancara dikumpulkan. Selanjutnya sumber data dari informan yang ditunjuk

melalui tahap proses klasifikasi dan reduksi data.
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Tabel 3.2 : Jadwal Penelitian Tentang Efektivitas Pelayanan Pertanahan Di
Kecamatan Bangkinang Kabupaten Kampar Tahun 2021-2022

Bulan, Minggu dan Tahun 2021-2022

Skripsi

Jenis Oktober — _ _
Desember | Januari Februari
™| Kegiaa TTEVe 2022 2022 Maret 2022
12|34 (12|34 |12 1/213[4|1/2|3|4
1. Penyusunan
UP
2. Seminar UP
3. Revisi UP
4, Penyusunan
Daftar
Wawancara
5. Survei
Lapangan
6. Analisis Data
7. Penyusunan
Laporan
Hasil
Penelitian
8. Konsultasi
Reuvisi
Skripsi
9. Ujian Skripsi
10. | Revisi dan
Pengesahan
Skripsi
11. | Pengadaan
dan
Penyerahan
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BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kabupaten Kampar

Palalawan, Ps 3 B3 3 @ a dengan ibu kota

Pekanbaru. Ker ; dasarksa ' un 1956 ibukota

ana tanggal 6 Juni

rdasarkan UU No.

dipindahkan ke Bangkinang guna meningkatkan efisiensi pengurusan
pemerintahan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
d. Prospek masa depan Kabupaten Kampar tidak mungkin lag i dibina dengan

baik dari Pekanbaru.



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

47

e. Bangkinang terletak di tengah-tengah daerah Kabupaten Kampar, yang dapat
dengan mudah untuk melaksanakan pembinaan ke seluruh wilayah kecamatan

dan sebaliknya.

r A
"
beri
abupaten Siak;

v
&
o
o
Roken
Pl
(=

air bersih budidaya ikan maupun sebagai sumber energi listrik (PLTA Koto Panjang).
Kabupaten Kampar terbentuk sejak tahun 1956 berdasarkan UU NO 12 tahun 1956
dengan ibu kota Bangkinang. Pada awalnya Kabupaten Kampar terdiri dari 19
kecamatan dengan dua Pembantu Bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur

Kepala Daerah Tingkat I Riau Nomor: KPTS. 318VI11987 tanggal 17 Juli 1987.
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Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 53 Tahun 1993 Juncto Surat
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 75 Tahun 1999 tanggal 24 Desember 1999,
maka Kabupaten Kampar resmi dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar: Kabupaten Kampar pada
umumnya beriklim tropis.

Temperatur minimum.terjadi pada bulan,September yaitu 23,10C. Temperatur
maksimum juga terjadi pada September dengan temperatur 32,40C. Jumlah hari hujan
dalam tahun 2022, yang terbanyak adalah disekitar Bangkinang dan Kampar Kiri dan
yang paling sedikit terjadinya hujan adalah sekitar  Tapung Hulu. berfungsi baik
sebagai prasaranaperhubungan, sumber air bersih budidaya ikan maupun sebagai
sumber energi-listrik (PLTA Koto Panjang). Kabupaten Kampar terbentuk sejak
tahun 1956 berdasarkan UU NO 12 tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang.

Pada awalnya Kabupaten Kampar terdiri dari 19 kecamatan dengan dua
Pembantu Bupati sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat |
Riau Nomor: KPTS. 318V111987 tanggal 17 Juli 1987. Dengan diberlakukannya
Undang Undang Nomor 53 Tahun 1993 Juncto Surat Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 75 Tahun 1999 tanggal 24 Desember 1999, maka Kabupaten Kampar
resmi dimekarkan menjadi 3 Kabupaten, yaitu Kabupaten Pelalawan, Kabupaten
Rokan Hulu dan Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar pada umumnya beriklim
tropis. Temperatur minimum terjadi pada bulan September yaitu 23,10C. Temperatur

maksimum juga terjadi pada September dengan temperatur 32,40C. Jumlah hari hujan
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dalam tahun 2022, yang terbanyak adalah disekitar Bangkinang dan Kampar Kiri dan

yang paling sedikit terjadinya hujan adalah sekitar Tapung Hulu.

4.2 Gambaran Umum Kecamatan Bangkinang

ALY

dari Kabupaten
Kampar y tang Pembentukan

Kecamatan ,Cit Jitiro,Leknan

b=\ L

Boyak,Rah ika 5 sali oCa g gkinang terdiri dari 9

listrik tenaga air, Daerah Aliran Sungai (DAS) Sungai Kampar mengaliri 5 (lima)
kecamatan yaitu Kecamatan Bangkinang, Kecamatan Salo, Kecamatan
Kuwok,Kecamatan Batu Bela, Kecamatan Kumantan. Adapun Kecamatan

Bangkinang memiliki 6 Kelurahan, vyaitu Kelurahan Langgini, Kelurahan
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Bangkinang, Kelurahan Bangkinang seberang, Kelurahan Pulau, Kelurahan Pasir
Sialang, Kelurahan Rinda.

Kecamatan Bangkinang merupakan salah satu kecamatan yang terletak di

yang te

sebagai

Jumlah Penduduk Perempuan 7.472

Jumlah KK 4.968

Sumber : Statistik Kantor Kabupaten Kampar, 2022
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Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Kampar
adalah sebanyak 914.904 Orang, jumlah penduduk laki-laki adalah sebanyak 7.432

orang, sedangkan jumlah penduduk perempuannya berjumlah 7.472 orang, sedang

dupan manusia,
dengan adanya

eknologi. Hal ini

pendidikan yang

dikenal den aga fo ' nya di Kecamatan

Tabel 4.2 Sara hun 2022
NO.

1. | TK 7
2 SD 1
3 2
4 SMA 2
5 MTS 3
6 SMK 3
7 MA 1
8 PERGURUAN TINGGI 3

Jumlah 39

Sumber data : Badan Pusat Statistik Kec. Bangkinang, 2022
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa terdapat beberapa tingkat
sarana pendidikan yakni berjumlah 39 secara sekeluruhan. Penduduk Kelurahan

Langgini Kecamatan Bangkinang  dapat memikmati sarana dan prasarana

ya dapat menjadi salah

st 'o..
-

adalah aga

Tabel 4.3

0.

Tabel 4.4 Sarana Ibadah Masyarak ecamatan Bangkinang

NO. SARANA IBADAH JUMLAH
1. Masjid 12
2. Mushalla 8
3. Gereja 8
Jumlah 28

Sumber data :Badan Pusat Statistik Kec. Bangkinang, 2022
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Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat dari tempat sarana ibadahnya
bahwasanya penduduk beragama Islam lebih banyak daripada agama non Muslim.

Oleh karena itu lebih banyak terdapat bangunan sarana ibadah umat muslim yaitu

beragam a penca : i ya. Bedasarkan data
yang diperole : a ' matan Bangkinang
Kabupaten Kam ha s N arakat adalah sebagai
berikut:

Tabel 4.5

NO.

Berdasarkan tabel diata at bahwa masyarakat desa Langgini
Kecamatan Bangkinang mayoritas bermata pencaharian sebagain petani yaitu

berjumlah 8.036 jiwa.
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6. Sosial Budaya
Kebudayaan mempunyai Fungsi yang sangat besar bagi manusia dan

masyarakat. Berbagai macam kekuatan yang dihadapi masyarakat dan anggota-

lapangan bola 3 tenis, kolam renang.

Sedangkan di bida . d rumah sakit, posyandu,

4.3 Gambaran Umum Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
1. Sejarah Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia

Pada era 1060 sejak berlakunya Undang — undang Pokok Agraria (UUPA).
Badan Pertanahan Nasional mengalami beberapa kali pergantian pengausaan dalam

hal ini kelembagaan tentunya masalah tersebut berpengaruh pada proses pengambilan



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

55

kebijakan. Ketika dalam naungan struktur pimpinan pusat sampai pada tingkat
kantah.namun ketika dalam naungan Departemen Dalam Negeri hanya melalui Dirjen

Agraria smapai ketingkat kantah. Disamping itu secara kelembagaan Badan

september a g Nomor 5 tahun
1960.Denga a pengaturan tana di
Indonesia dari hukum adat.

Dengan ini ku dan tahun 1960

Negeri, Direktorat tata bumi, Departemen pertanian, kantor pendaftaran tanah, dan
Departemen Kehakiman.
b. Orde baru, 1965- 1988

Pada 1965, Departemen Agraria kembali diciutkan secara kelembagaan

menjadi direktoral jenderal, hanya saja cakupannya ditambah dengan Direktoral
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bidang Transmigrasi sehingga namanya menjadi Direktoral Jenderal Agraria dan
Transmigrasi, dibawah departemen dalam negeri penciutan ini dilakukan pemerintah
orde baru dengan alasan efisiensi dan penyederhanaan organisasi. Masih ditahun yang
sama.terjadiperubahan organisasi.yang mendasar. Direktorat Jenderal Agraria tetap
menjadi-sala satu bangian dari Departemen dalam negeri dan berstatus Direktorat
Jenderal, Sedangkan permasalahan transmigrasi.ditarik kedalam Departemen Veteran
Transmigrasi dan Koperasi. Pada 1972, Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 145
tahun 1969 dicabut dab diganti dengan Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 88
tahun 1972, yang menyebutkan penyatuan instansi- Agraria di daerah. Di tingkat
Provinsi, dibentuk kantor Direktorat Agraria Provinsi, sedangkan tingkat kabupaten/
kota dibentuk kantor Sub direktorat Agraria Kabupaten/ Kotamadya.
c. Berdirinya BPN dan Masa sesudahnya, 1988- 1993

Tahun 1988 merupakan tonggak bersejarah karena saat itu terbit kepuitusan
Presiden Nomor 26 tahun 1988 tentang Badan Pertanahan Nasional. Sejalan dengan
meningkatnya pembangunan nasional yang menjadi tema sentral proyek ekonomi —
politik orde baru, kebutuhan akan tanah juga makin meningkat. Persoalan yang
dihadapi Direktorat Jenderal Agraria bertambah beratdan rumit, untuk mengatasi hal
tersebut, status Direktorat Jenderal Agraria ditingkatkan menjadi lembaga Pemerintah
Non Departemen dengan nama badan pertanahan nasional, dengan lahirnya
keputusan Presiden Nomor 26 tahun 1988 tersebut, Badan Pertanahan Nasional

bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
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d. Periode 1993 — 1998
Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 96 tahun 1993, tugas Kepala Badan

pertanahan Nasional kini dirangkap oleh Menteri Negara Agraria. Kedua lembaga

Keputusan ara Agra \ : asional Nomor 5

tahun 1994 or Menteri Negara
Agraria.
e. Periode 199

Pada 18 i ) . ahun 1999 tentang
perubahan Ke Kep a Badan Pertanahan
Nasional dirang Indonesia.Pelaksanaan
pengelolaan pertana : akan il Kepala Bdan Pertanahan
Nasional.

f. Periode 2000 — 2006

Pada Periode ini Badan Pertanahan Nasional beberapa kali mengalami
perubahan struktur organisasi.Keputusan Presiden Nomor 26 tahun 2000 tentang
Badan Pertanahan Nasional mengubah struktur organisasi eselon satu di Badan

Pertanahan Nasional. Namun yang lebih mendasar adalah keputusan Presiden Nomor
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10 tahun 2001 tentang pelaksanaan otonomi daerah dibidang pertanahan. Disusul
kemudian terbit keputusan Presiden Nomor 103 tahun 2001 tentang kedudukan,

Tugas, Fungsi, kewenangan, susunan organisasi, dan tata kerja lembaga pemerintah

Badan Pe

Nasional, d

>
ﬁﬂ' \
g
Hir 3 kin luas.BPN RIN
o4
A
4

Y = t‘
B
T
(D
>
(@]
o)
D
=
~—+
QD
oD
QD
-
QD
oD

bidang pertanahan
f) Pelaksanaan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hukum
g) Pengaturan dan penetapan hak — hak atas tanah , pelaksanaan penatagunaan

tanah,reformasi agrarian dan penataan wilayah — wilayah khusus
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h) Penyiapan administrasi atas tanah yang dikuasai dan/ atau milik Negara/
daerah bekerja sama dengan Departemen Keuangan

i) Pengawasan dan pengendalian penguasaan pemilik tanah

d) X : anaan ke an .di bi Jrvey, pengukuran dan

pengendalian kebijakan pertanahan

g) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah bagi
pembangunan untuk kepentingan umum dan penetapan hak tanah instansi

h) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengkajian dan penanganan

sengketa dan perkara pertanahan
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i) Pengawasan dan pembinaan fungsional atas pelaksanaan tugas di bidang
pertanahan

J) Pelaksanaan pengelolaan data informasi lahan pertanian, pangan

k)

1)

m) Pe pengembangan

n) Pe pertanahan sesuai
i. Periode 2

menjadi Kementerian

Agraria dan Peraturan Presiden
Nomor 17 taht ngsi Tata Ruang dan
Peraturan Presid anahan Nasional yang
ditetapkan pada 21 Januari 2 \Q dan Tata Ruang mempunyai
Fungsi :

a) Perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang tata ruang,
infrastruktur  keagrariaan/ pertanahan, penataan agrarian/ pertanahan,
pengadaan tanah, pengendalian tanah, pemanfaatan ruang dan penguasaan
tanah serta penanganan maslah agrarian/ pertanahan, pemanfaatan ruang dan

tanah
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Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian

Agraria dan Tata Ruang

. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengaturan, penataan
dan pengendalian kebijakan pertanahan
e. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengadaan tanah
f. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengendalian dan di

pengendalian dan penanganan sengketa dan perkara pertanahan
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g. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BPN

h. Pelaksanaan koordinasi tugas, pembinaan dan pemberian dukungan

administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan BPN

ang pertanahan

satu satuan kerja
kantor pertana ang I ok. Sebagaimana
tercermin dalam perature enteri / i 1 Tata R tentang Organisasi

dan Tata kerjs ( ilaye an Kantor Pertanahan

memiliki misi sebagai berikut:
1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Pertanahan kepada Masyarakat;
2. Penataan Reformasi Birokrasi untuk mewujudkan Pelayanan Pertanahan yang

murah, cepat, pasti, sederhana dan anti korupsi;
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3. Meningkatkan kualitas penyelesaian sengketa, konflik, dan perkara
pertanahan;

4. Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah dalam

berikut:

AL NANNEY

w
-
@
D

dan pemberdayaan

kantor pertanahan
4.4 Struktur Organisasi

Dengan struktur tugas masing-masing bagian dalam organisasi menjadi jelas.
Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang

pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran
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didalamnya. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Kepala
Badan Pertanahan Nasional Nomor 17 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Kerja

Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan sebagai berikut:

¢

<
-~
7
o
,
o
5
e
”
(
¢

“
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Gambar V.1

Struktur Organisasi Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
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Adapun Uraian tugas dan fungsi masing-masing struktur organisasi Kantor

Pertanahan Kabupaten Kampar. Berdasarkan Peraturan Menteri Agraria Dan Tata

Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun

. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Dan Penanganan Pengaduan; Dan
9. Pelaksanaan Pemberian Dukungan Administrasi Kepada Seluruh Unit

Organisasi Kantor Pertanahan.
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2. Susunan Organisasi terdiri atas:
1

2. Seksi Survei dan Pemetaan;

. Subbagian Tata Usaha;

pelaksanaan

, dan pelaksanaan

tenaga teknis dan surveyor berlisensi.
5. Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran

Seksi Penetapan Hak dan Pendaftaran mempunyai tugas melaksanakan,
inventarisasi, identifikasi, pengelolaan data dan penyajian informasi kegiatan

penetapan hak tanah dan ruang dan pendaftaran tanah dan ruang, pemeliharaan hak
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atas tanah dan ruang, penatausahaan tanah ulayat dan hak komunal, penetapan dan
pengelolaan tanah pemerintah, hubungan kelembagaan serta pembinaan dan

pengawasan mitra kerja dan PPAT.

7. Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan
Seksi Pengadaan Tanah dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan
pelaksanaan pengadaan dan pencadangan tanah, konsolidasi tanah pengembangan

pertanahan dan pemanfaatan tanah, serta penilaian tanah dan ekonomi pertanahan.
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8. Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa
Seksi  Pengendalian dan Penanganan Sengketa mempunyai tugas

melaksanakan pengendalian hak tanah, alih fungsi lahan, wilayah pesisir, pulau-pulau

Republik Indonesia
Nomor 128 asional Republik

Indonesia

60M2
7. Penurunan Hak
8. Sertipikat Pengganti Karena Hilang

9. Sertipikat Pengganti Karena Blanko Lama/Rusak

10. Wakaf Dari Tanah Yang Belum Bersertipikat
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11. Wakaf Dari Tanah Yang Sudah Bersertipikat

12. 1zin Perubahan Penggunaan Tanah

13. Peralihan Hak — Pembagian Hak Bersama

70
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BAB V
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menyajikan hasil penelitian yang telah dilakukan

dengan informan
informan. dalam
pelaksanaan wawancara yang st sajikan kepada 1an, maka langkah awal

yang harus diper 2 : lentitas informan merupakan

enelitian agar pembacanya

Ly
silnya dapat di pertanggung

Dalam penelitian tentang Efektivitas Pelayanan Pertanahan Di Kecamatan
Bangkinang Kabupaten Kampar ini penulis akan menjelaskan mengenai identitas
Informan yang teliti. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah

mengenai identitas pada tabel dibawah ini :
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1. Jenis Kelamin Informan
Data informan menurut jenis kelamin ini perlu diturunkan sebagai analisis

faktor-faktor yang mempengaruhi variabel penelitian, khususnya dalam mengetahui

n informan, dalam
penelitian i kelamin laki-laki
berjumlah 2 ora erjenis kela erjumlah 3 orang. Pada

tabel diatas terlihe ami perempuan. Dalam sebuah

2. Tingkat Pendidikan Informan
Secara teoritis pendidikan terakhir akan mempengaruhi seseorang dalam
memberikan jawaban sesuai dengan pemahaman yang dilakukan pada saat melakukan

penelitian. Mengingat penelitian yang ada di lapangan dengan melibatkan adanya
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beberapa unsur, maka informan berdasarkan tingkat pendidikan terakhir dapat

dijelaskan pada tabel berikut :

Tabel 5.2 Pendidikan Informan

mempertim AWa \ orikan Jaruhi seseorang dalam

menentuka an. Semakin tinggi tingkat u: 3 putusan yang diambil

Tabel 5.3 Usia Informan

NO USIA JUMLAH
1 30-40 2
2 41-50 2
3 51-60 1

Sumber : Modifikasi Penulis, 2022
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Adapun tingkatan usia seluruh informan yaitu, informan yang berusia diatas
30 tahun. Maka penulis dapat mengemukakan bahwa pada 5 (lima) orang yang

dijadikan informan. Ada 2 (dua) orang yang berusia 30-40 tahun, ada 2 (tiga) orang

Efektivitas : ! e N angk abupaten Kampar
penelitian i tercapainya suatu
tujuan keefe asan  di erte - ampar. Penelitian ini

menggunaka u efektivitas biasa

indikator penelitian yaitu :
1. Pencapaian Tujuan
2. Integrasi

3. Adaptasi
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Berikut ini dijelaskan hasil tanggapan dari informan terhadap indikator-
indikator penelitian. Dalam penelitian ini telah melakukan wawancara kepada
65(lima) orang yang telah ditetapkan oleh penulis.

1. Pencapaian Tujuan

Pencapaian Tujuan Vaitu keseluruhan upaya pencapaian  tujuan harus
dipandangi sebagai suatu proses: Qleh Kkarena. itu, agar pencapaian tujuan akhir
semakin terjamin, diperlukan pentahapan, baik dalam arti pentahapan dalam ardi
periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa factor yaitu jangja waktu
pencapain di tentukan dan sasaran merupakan target konkrit. Berdasarkan hasil
wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Bapak Suherman selaku Kepala
Seksi Hak Tamah Dan Pendaftaran Tanah pada hari Rabu, 25 Mei 2022, beliau
mengatakan bahwa :

“Waktu dalam_penyelesaian Hak Tanah dan Pendaftaran Tanah sudah
sesual .dengan SOP“yaitu, demgan, ‘wakiu 5 hari.jam kerja dan untuk
pengurusan ini tidak di pungut biaya atau gratis. Namun pengurusan hak
tanah dan pendaftaran tanah tersebut kadang bisa cepat kadang bisa lama.
Tergantung dari berkas yang tidak lengkap. Selain itu pegawai juga bisa
menjadi hambatan dalam penyelesaian hak tanah dan pendaftaran tanah,
misalnya dengan adanya sebuah acara tahunan, sehingga pegawai
menggunakan waktu cuti untuk pergi keluar kota. Jika dalam pengurusan
berkas-berkasnya sudah. lengkap maka surat akan selasai sekitar 1 bulan
hingga 2 bulan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa waktu penyelesaian pengurusan

hak tanah dan pendaftaran tanah di Kantor Pertanahan Kampar tidak sesuai dengan

jadwal SOP dan sering mengalami keterlambatan.
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Selanjutnya penulis menanyakan lagi kepada Ibuk Yenita Zulfanur pada hari
Rabu, 25 Mei 2022 selaku Kepala Subbagian Tata Usaha peneliti melakukan
wawancara dengan, beliau mengatakan bahwa :

“Untuk sebuah persyaratan dalam.membuat hak.tanah dan pendaftaran
tanah-pertama kali dasarnya yakni formulir pendaftaran, identitas pemohon
misalnya kartu tanda penduduk (KTP) , kartu keluarga (KK). Dan untuk lebih
jelasnya lagi persyaratan dalam membuat hak tanah dan pendaftaran tanah
pertama kali bisa dilihat di’madingsinformasi, browsur, ataupun aplikasi
sentuh tanahku’

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwa informasi persyaratannya sudah
cukup jelas yang didapatkan oleh masyarakat dalam pengurusan hak tanah dan
pendaftaran tanah tersebut.

Selanjutnya peneliti melakukan wawancara lagi dengan Bapak Suherman
selaku Kepala Seksi Hak Tanah.Dan Pendaftaran Tanah pada hari Rabu, 25 Mei
2022, berikut tanggapannya :

“Alurnya sudah cukup 'jelas) dalam Tprosedur pelayanan hak tanah dan

pendaftaran tanah dimulai dari kantor kelurahan yang nantinya akan di

teruskan dan ditindak lanjuti oleh kantor pertanahan kabupaten kampar.

Dalam membuat surat hak tanah dan pendaftaran tanah langkah

administrasinya dimulai dari adanya dokumen pengantar dari pihak

keluharan.”

Berdasarkan hasil wawancara yang.telah dilakukan oleh peneliti didapatkan
sebuah informasi dalam alur prosedur pelayanan sudah jelas.

Selanjutnya penulis menanyakan untuk lebih jelas lagi dengan Bapak

Suherman selaku Kepala Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah pada hari Rabu,

25 Mei 2022, berikut tanggapannya :
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“Namun disaat pengurusan berkas masih belum lengkap disinilah terjadinya
hambatan yaitu misalkan sempadan ada 4 (empat) orang dan salah satu
sempadan tidak ada di lokasi atau jarak tempat tinggal sempaden yang
sangat jauh dan tidak adanya sebuah komunikasi atau sempaden tersebut
tidak bisa dihubungi maka bisa dibuat surat keterangan tidak bisa diketahui
keberadaanya,-namun disisi lain harus benar-benar di komunikasikan lagi
takutnya akan menjadi-sebuah masalah;misalnya sengketa dalam pengukuran
tanah. Kalau untuk sempadan sendiri minimal 2 (dua) orang sempadan jika
hanya satu sempadan surat tersebut tidak bisa dilanjuti atau diproses.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas yang telah dilakukan oleh peneliti bahwa

didalam ‘"sebuah hambatan ~proses. .alur_prosedur; , pihak sempadan sangatlah
berpengaruh-dalam proses pembuatan dan pengurusan hak tamah dan pendaftaran
tanah.

Hasil wawancara dari seorang masyarakat yang mengurus surat hak tanah dan
pendaftaran tanah yang bernama Bapak Dodi Saputra pada hari Rabu, 25 Mei 2022
berikut tanggapannya :

“Kalau dalam pengurusan surat hak tanah dan pendaftaran ini cukup

memakan waktu yang lama sehingga saya belum dapat kepastian surat itu

kapan selesai, kalau saya sendiri selesai suratnya kurang lebih hampir 1

(satu) bulan lamanya dan pengurusannya sendiri cukup terbilang terbelit-

belit, karena saya disuruh membuat surat pengantar dari pihak kelurahan

dulu”

Berdasarkan "hasil wawancara dengan masyarakat tersebut, diketahui bahwa
waktu penyelesaian tersebut tidak sesuai SOP.dan lumayan berbelit-belit.

Selanjutnya wawancara oleh masyarakat yang juga mengurus surat hak tanah
dan pendaftaran tanah pada hari Rabu, 25 Mei 2022 yakni yang bernama Ibu Siti
Fatimah berikut tanggapannya:

“Perasaan, saya sudah memenuhi dan melengkapi persyaratan yang diminta

tapi kok masih ada saja yang kurang, kenapa tidak sekalian saja diberitahu
biar tidak bolak-balik. Kalau gini kan saya jadi repot, kan butuh waktu juga
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biaya untuk mondar mandir, coba kalau saya punya kenalan pegawai pasti

tidak serumit ini, bahkan saya sudah berusaha menghadap langsung ke

pejabatnya karena dikasih tau sama pegawai tersebut.”

Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat tersebut, diketahui bahwa
dalam memenuhi.persyaratan masih kurang.efektif karena masyarakat masih banyak
mengeluh dan tidak memahami persyaratan tersebut.

Berdasarkan hasil observasi wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti
kepada informan mengenai indikator yang pertama mengenai pencapaian tujuan dapat
disimpulkan bahwa masih banyaknya keluhan dari masyarakat terhadap proses
pembuatan hak tanah dan pendaftaran tanah di kantor pertanahan kabupaten kampar.
Disisi lain waktu penyelesaian belum sesuai SOP yang dijalankan dan proses alur
prosedur di akui'sudah terbilang cukup jelas. Namun kenyataanya pengurusan berkas
yang belum lengkap menjadi salah satu hambatan dalam pengurusan.

2. Integrasi

Integritas yaitu pengukuran terhadap tingkatan kemampuan sesuatu organisasi
untuk mengadakan sosialisasi, pengembangan consensus dan komunikasi dan
berbagai macam organisasi lainnya. Integrasi terdiri dari beberapa factor yaitu
prosedur dan proses sosialisasi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Bapak
Suherman selaku Kepala Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah pada hari Rabu,
25 Mei 2022 beliau mengatakan bahwa :

“Untuk sosialisasi yang dijalankan di kantor pertanahan kabupaten kampar

sudah berjalan dengan baik. Kami sebagai pegawai yang ada di kantor
pertanahan kabupaten kampar kepada masyarakat dalam membuat seksi
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tanah dan pendaftaran tanah, kami disini mengarahkan terlebih dahulu
masyarakat untuk datang ke kantor kelurahan kemudian jika sudah tidak ada
sebuah kendala dalam hal kelengkapan berkas maka masyarakat tersebut
diarahkan datang ke kantor pertanahan kabupaten kampar, agar di cek lagi
kelengkapan berkasnya kemudian setelah itu jika berkas sudah lengkap maka
akan ditanda tangani oleh Bapak Kepala Kantor.Pertanahan™

Berdasarkan hasil dari wawancara di atas, untuk masalah sosialisasi pihak
pegawai kantor pertanahan kabupaten kampar lebih mengarahkan terlebih dahulu ke
kantor kelurahan untuk melengkapi syarat dan berkas-berkas dalam memenuhi
pembuatan surat hak tanah dan pendaftaran tanah.

Selanjutnya wawancara akan dilakukan peneliti kepada Ibu Yenita Zulfanur
selaku Subbagian Tata Usaha pada hari Rabu, 25 Mei 2022 mengatakan bahwa:

“Kalau~untuk saat ini masyarakat sudah lumayan  banyak merasakan
kepuasan terhadap pelayanan yang ada di kantor pertanahan kabupaten
kampar khususnya dalam pembuatan hak tanmah dan pendaftaran tanah,
namun yang membuat pegawai ngeluh terhadap masyarakat yaitu masih
banyaknya masyarakat yang belum bisa, memahami cara melengkapi berkas
untuk pengurusan surat, seharusnya. disini masyarakat juga berperan aktif
dalam melengkapi data dan memahami berkas yang ingin diurus”

Berdasarkan hasil wawanacara di atas, dapat disimpulkan bahwa disini bukan
pegawai saja yang ingin. mengurus namun masyarakat juga harus ikut berperan aktif
dalam pengurusan surat.

Selanjutnya penulis menanyakan untuk lebih jelas lagi dengan Bapak
Suherman selaku Kepala Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah pada hari Rabu,
25 Mei 2022, berikut tanggapannya :

“Dalam hal soal pengaduan masyarakat ke pegawai ini mungkin sangatlah

tidak mudah dikarenakan banyak sekali pengaduan-pengaduan yang sering
kami tanggapi misalnya dalam hal sengketa, namun masalah seperti ini harus
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melalui sebuah proses yang dimana pengaduan tersebut pertama kali

diajukan ke Kantor Kelurahan, dan akan melakukan proses mediasi antara

pihak yang bersangkutan, jika pengaduan tersebut tidak selesai di kantor
kelurahan maka masalah tersebut diteruskan di Kantor Pertanahan

Kabupaten Kampar,. Jika ternyata masalahnya juga belum bisa diatasi dan

masyarakar juga.belum bisa menerima, maka.akan diteruskan di naikkan

masalah tersebut ke pihak yang lebih tinggi yaitu di Tempat Pengadilan.”

Berdasarkan hasil wawancara di atas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa
pengaduan seperti masalah sengketa tanah sangatlah sulit untuk di proses, dan ini
tergantung dari pihak masyarakat mau menyelesaikan, persoalan tanah tersebut mau
diperpanjangatau tidak.

Selanjutnya wawancara oleh masyarakat yang juga mengurus surat hak tanah
dan pendaftaran tanah yakni yang bernama lbu Sri Purnama Sari berikut
tanggapannya;:

“Untuk sejauh ini menurut saya_sosialisasi- yang dilakukan sudah mulai
efektif dan juga pelayanan yanh ada di kantor pertanahan kabupaten kampar
sebagaian pengurusan sudah melalui aplikasi, jadi sudah sangat mudah untuk
mengetahui syarat dalam pengurusan surat. Namun disisi lain, dalam proses
dan alur prosedurnya-saya: masih ‘dibuat bingung karena saya menerima
hanya pelayanan yang sewajarnya saja, bahkan sekedar informasi saja saya
harus aktif bertanya atau mencari informasi sendiri.”’

Berdasarkan hasil wawancara diatas peneliti._dapat menyimpulkan bahwa,
masyarakat tersebut masih.kurang mengerti alur-yang ada dalam pembuatan surat
tersebut. Kemudian dengan ketidakpahaman masyarakat membuat pegawai susah
untuk memproses surat hak tanah dan pendaftaran tanah.

Berdasarkan hasil observasi wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti

kepada informan mengenai indikator yang kedua mengenai integrasi dapat

disimpulkan bahwa sosialisasi dilakukan di kantor pertanahan kabupaten kampar
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sudah mulai efektif hanya saja masih banyaknya keluhan masyarakat yang kurang
paham mengenai alur prosedur dalam pembuatan surat hak tanah dan pendaftaran
tanah dan masalah pengaduan yang dilakukan seperti sengketa tanah masih sulit
untuk diatasi dan.itu tergantung.dari masyarakat itu sendiri.
3. Adaptasi

Adaptasi yaitu proses. penyesuaian-diri yang di lakukan untuk menyelaraskan
suatu individu terhadap perubahan-perubahan yang terjadi dilingkungannya. Adaptasi
terdiri dari beberapa factor yaitu peningkatan kemampuan dan sarana dan prasarana.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis kepada Bapak
Suherman selaku Kepala Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah pada hari Rabu,
25 Mei 2022 beliau mengatakan bahwa :

“Kami tetap menjaga wibawa dengan bekerja sesuai SOP dan budaya (5S)

yaitu senyum, salam, sapa, sopan, santun agar masyarakat merasa nyaman

saat dilayani demi menjaga nama baik pelayanan di-masyarakat. Kemudian

pelayanan yang telah ‘kami/berikan"ada 2 (dua) cara yang pertama secara

online dan yang kedua secara offline dan jika dalam peningkatan pegawai

tersebut misalnya ada kesalahan maka kami akan segera menegur dan

mengevaluasi- pegawai tersebut agar tidak mengulangi lagi kesalahan yang

dilakukan™

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dapat dikatakan
bahwasanya peningkatan pegawal terhadap masyarakat lebih mengutumakan sesusai
dengan SOP dan tetap menjaga 5S tersebut pada masyarakat.

Selanjutnya untuk lebih jelas lagi peneliti melakukan wawancara kepada

Bapak Suherman selaku Kepala Seksi Hak Tanah Dan Pendaftaran Tanah pada hari

Rabu, 25 Mei 2022 beliau mengatakan bahwa :
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“Sebagaimana yang sudah dijelaskan diawal tadi bahwa di kantor
pertanahan kabupaten kampar untuk sarana sudah sangat baik dan
prasarana yang digunakan sudah memadai sebagai dinas pelayanan
masyarakat sehingga membuat para masyarakat yang datang mengurus
merasa nyaman saat dilayani dan para pegawainya sangat sopan, dan kami
juga menyiapkan. ruang tunggu bagi masyarakat berupa fasilitas AC dan
nomor antrian.”

Berdasarkan-hasil yang dilakukan oleh peneliti, dapat menyimpulkan tentang

tempat yang telah difasilitasi oleh kantor kepada masyarakat yang antri dalam
pengurusan administrasivsurat hak tanah dan pendaftaran tanah tidak merasa jenuh
atau bosan dalam menunggu.
Selanjutnya wawancara oleh masyarakat yang juga mengurus surat hak tanah
dan pendaftaran tanah yakni yang bernama Ibu Siti Fatimah berikut tanggapannya:
“Untuk hal pelayanan yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar ini
sudah melalui tahap yang efektif dan sikap pegawainya juga menanyakan
keperluan apa yang diurus.dan disuruh-menunggu diruang tunggu. Namun
disisi lain sarana dan prasarana disini masih belum memadai, seperti ruang
tunggu yang sedikit, tempat parkir, serta tempat foto copy yang jauh dari
Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar. Jadi kalau misalnya ada masyarakat
yang kekurangan untuk: memenuhi. syarat seperti materai, masyarakat harus
keluar mencari tempat foto copy untuk membeli materai, hal ini akan
memakan waktu. Dan menurut saya Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar
ini seharusnya membangun tempat foto copy agar memudahkan masyarakat.”
Berdasarkan “hasil wawancara dengan lbu Siti Fatimah serta menurut
masyarakat lainnya dapat disimpulkan  bahwanya sarana dan prasana Kantor
Pertanahan Kabupaten Kampar agar di tinjau lebih, untuk melihat kekurangan dan
keluhan yang berdasarkan dari masyarakat tersebut. Dan masalah ini harus

ditingkakan lagi fasilitas yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Kampar tersebut

serta lebih di pedulikan lagi.



nery wWe[sy sejisIdAm ueeyesndiog

iy disay yejepe il udwnyo(]

83

Berdasarkan hasil observasi wawancara yang telah dilakukan oleh peneliti
kepada informan mengenai indikator yang ketiga mengenai adaptasi bahwa untuk

sarana sudah sangat baik dan prasarana yang digunakan sudah memadai untuk

anan: tanahan Di Kecamatan
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BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

e ‘ elah diuraikan pada bab
Anaed 'O,; 7
. i .@ ahwa pelayanan
r

Bangkinang
1. Pencapaig

Dalz : capa : ayanan di kantor
pertanahan ka , - . hwa masih banyaknya keluhan

dari masya erhadz es pembuatan hak tanah dan.pendaftaran tanah di

kabupaten kampar dapat disimpulkan bahwa sosialisasi yang dilakukan sudah mulai
efektif hanya saja masih banyaknya keluhan masyarakat yang kurang paham
mengenai alur prosedur dalam pembuatan surat hak tanah dan pendaftaran tanah dan
masalah pengaduan yang dilakukan seperti sengketa tanah masih sulit untuk diatasi

dan itu tergantung dari masyarakat itu sendiri.
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3. Adaptasi
Dalam indikator adaptasi terkait efektivitas pelayanan di kantor pertanahan

kabupaten kampar dapat disimpulkan bahwa untuk sarana sudah sangat baik dan

tetapi fasilitas yang ada

di Kanter Pel ‘&R‘\‘ .@. ada beberapa

senantiasa melakukan peningkatan kompetensi atau kemampuan pegawai
dalam pemberian pelayanan pertanahan pada umumnya dan pelayanan hak
tanah dan pendaftaran tanah pada khususnya. Dan lebih memperhatikan
kondisi sarana dan prasarana yang ada di kantor pertanahan kabupaten

kampar.
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